
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana masih belum 

terealisasikan dengan baik karena Indonesia masih belum mempunyai 

aturan khusus mengenai tindakan malpraktik,  tetapi korban dapat 

menuntut ganti kerugian baik materil maupun immaterial yang dilakukan 

oleh tenaga medis (dokter) dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan 

bahwan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang dokter 

ataupun penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat 

kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. 

Untuk sanksi pidana yang terkait dengan kasus dikenakan sanksi pidana 

dalam Pasal 360 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana kurungan paling lama satu tahun.  

2. Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Untuk 

tanggung jawab dari sisi pelaku dapat dilakukannya pengaduan kepada 

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Serta 

pertanggungjawaban secara langsung kepada pihak korban tindak pidana 

medis, kepada dokter yang melakukan malpraktik medis, memastikan 

bahwa dokter tersebut telah bekerja sesuai standar operasional prosedur 



(SOP), jika memang terdapat kesalahan atau pun dokter tersebut tidak 

bekerja sesuai dengan SOP. Bisa juga secara administartif yang telah 

diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan dapat berupa:  

a. teguran lisan;  

b. peringatan tertulis;  

c. denda administratif; dan/atau Pencabutan izin rumah sakit. Dan untuk 

Upaya Hukum yang ditempuh oleh korban bisa melalui upaya hukum 

peninjauan kembali tanpa memerlukan batas waktu yang tidak 

ditentukan.  

B. Saran 

1. Hendaknya bagi para Tenaga Kesehatan harus memperhatikan seluruh 

aspek yang akan dilakukan dan selalu memegang prinsip kehati-hatian 

sebelum pemberian tindakan agar kedepannya pasien tidak lagi menjadi 

korban dari suatu kelalaian atau malpraktek yang diperbuat oleh Tenaga 

Kesehatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perbuatan pidana yang 

dapat dijatuhkan pidana akibat dari perbuatan kelalaian tersebut, dan 

perlunya memberikan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan yang 

telah dilakukannya. Agar para tenaga kesehatan mampu memahami apa saja 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

bertentangan dengan hukum pidana dan apabila perbuatan tersebut 

dilakukan maka dapat dijatuhkan hukuman pidana.  



2. Dokter hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan 

melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 

dan standar prosedur operasional. Diharapkan bagi tenaga medis maupun 

pelayanan kesehatan tidak memanfaatkan keadaan pasien untuk mencari 

keuntungan individu karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan 

melanggar hukum serta diharapkan kepada pemerintah untuk membuat 

peraturan baru yang menyangkut permasalahan malpraktek atau kelalaian 

dokter. Sehingga tercipta harmonisasi, sinkronisasi peraturan mengenai 

kedokteran, pasien, klinik dan rumah sakit supaya tidak terjadi 

permasalahan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Untuk 

penyedia pelayanan kesehatan haruslah bertanggungjawab atas kerugian 

yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. 
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